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Abstrak 

Masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran DPR yang berdampak pada 

tingkat kepuasan masyarakat Kota Palangka Raya. Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan 

informasi anggaran semakin meningkat, sementara akses terhadap informasi tersebut masih terbatas. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 384 responden yang dipilih 

secara acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang telah teruji validitas 

dan reliabilitasnya. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson untuk mengukur hubungan 

antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan 

antara transparansi dan akuntabilitas anggaran DPR dengan tingkat kepuasan masyarakat, dengan 

nilai korelasi sebesar 0,988 dan signifikansi 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran DPR akan berdampak langsung pada 

peningkatan kepuasan masyarakat Kota Palangka Raya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya 

peningkatan keterbukaan informasi anggaran dan penguatan sistem akuntabilitas sebagai strategi 

untuk membangun kepercayaan publik. 

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas Anggaran, Tingkat Kepuasan Masyarakat. 

 

Abstract 

The low level of transparency and accountability in the management of the House of Representatives 

(DPR) budget, which has an impact on the level of public satisfaction in Palangka Raya City. Public 

demands for information transparency are increasing, while access to such information remains 

limited. The research method used a quantitative approach with a sample of 384 respondents 

selected using a simple random sampling method. Data collection was carried out through a 

questionnaire whose validity and reliability have been tested. Data were analyzed using the Pearson 

correlation test to measure the relationship between variables. The results showed a very strong and 

significant relationship between the transparency and accountability of the DPR budget and the 

level of public satisfaction, with a correlation value of 0.988 and a significance level of 0.000. This 

finding indicates that increasing transparency and accountability in the management of the DPR 

budget will have a direct impact on increasing public satisfaction in Palangka Raya City. This study 

recommends the need to increase the transparency of budget information and strengthen the 

accountability system as a strategy to build public trust. 

Keywords: Transparency, Budget Accountability, Public Satisfaction Level. 

 

PENDAHULUAN 

Anggaran negara merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) sebagai lembaga legislatif (Anggreni, 2023). Sembiring & Fitriati (2025), DPR 
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bukan hanya memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tetapi juga 

bertanggung jawab untuk memastikan setiap penggunaan dana publik dilakukan secara 

transparan, akuntabel, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Kurniadi & Sutabri 

(2025), dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan anggaran DPR khususnya terkait 

tunjangan dan fasilitas anggota dewan sering menjadi sorotan publik. Briyadi et al. (2025) 

meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas 

lembaga negara, termasuk lembaga legislatif. 

Transparansi dan akuntabilitas DPR dinilai masih belum optimal (Avina, 2023). 

Berbagai laporan masyarakat menunjukkan bahwa informasi mengenai besaran tunjangan, 

rincian penggunaan anggaran, serta mekanisme evaluasi belum sepenuhnya mudah diakses 

public (Jayanti & Trisnaningsih, 2022). Wibowo & Susliyanti (2024), muncul pula kritik 

tentang pengelolaan tunjangan DPR yang dianggap tidak sebanding dengan kinerja atau 

kontribusi terhadap kepentingan rakyat. Minimnya akses informasi publik dan lemahnya 

pelaporan penggunaan anggaran sering memunculkan persepsi negatif, seperti anggapan 

bahwa DPR lebih mengutamakan kepentingan internal dibandingkan kesejahteraan 

masyarakat (Nurhidayati, 2023). Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga legislative (Kawatu et al., 2024). 

Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya transparansi anggaran semakin meningkat (Fathia, 2025). 

Masyarakat menuntut agar penggunaan anggaran oleh wakil rakyat, baik di tingkat pusat 

maupun daerah, dapat diketahui secara terbuka (Mariska et al., 2025). Warga Palangka Raya 

menginginkan adanya pelaporan yang jelas mengenai penggunaan tunjangan, termasuk 

apakah alokasi tersebut memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik atau hanya bersifat 

konsumtif. Wulandari & Darma (2025), akses informasi mengenai penggunaan anggaran 

DPR bagi masyarakat umum masih terbatas. Jane & Pawitan (2025) Peran DPR 

dipertanyakan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

anggarannya. 

Permasalahan lain adalah munculnya ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat 

dan pengalokasian anggaran DPR (Hadi et al., 2024). Sebagian masyarakat menilai bahwa 

anggaran untuk tunjangan DPR terkesan terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak 

langsung yang dirasakan public (Irawati et al., 2025). Kondisi ini memunculkan persepsi 

bahwa penggunaan anggaran belum mencerminkan kepentingan rakyat secara maksimal 

(Saffa et al., 2025). Rendahnya transparansi membuat publik sulit menilai apakah tunjangan 

tersebut benar-benar dikelola dengan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan (Aisyah et al., 

2025). Ketidakjelasan ini pada akhirnya berdampak pada penilaian masyarakat terhadap 

kinerja DPR dan tingkat kepuasan mereka terhadap lembaga tersebut (Sedarmayanti, 2025). 

Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai legitimasi dan 

kualitas pelayanan lembaga public (Achmad, 2025). Tingkat kepuasan masyarakat Kota 

Palangka Raya terhadap kinerja DPR sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga tersebut 

menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara bertanggung jawab (Mursalin et 

al., 2024). Semakin transparan dan akuntabel penggunaan anggaran DPR, maka semakin 

tinggi pula potensi kepercayaan dan dukungan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya 

keterbukaan informasi dapat menimbulkan kekecewaan, ketidakpercayaan, serta penilaian 

negatif terhadap lembaga legislative (Suryana et al., 2025). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara 

harapan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran DPR dengan kondisi 

yang dirasakan saat ini. Keterbatasan akses informasi, minimnya pelaporan, dan persepsi 

negatif masyarakat menjadi permasalahan yang memerlukan pengkajian lebih mendalam. 

Penelitian mengenai Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran DPR terhadap 
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Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Palangka Raya sangat penting untuk dilakukan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana 

transparansi dan akuntabilitas anggaran DPR memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat, 

sekaligus menjadi masukan bagi peningkatan tata kelola anggaran lembaga legislatif. 

 

METODE 

Metodologi penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi sebesar 310.110 jiwa 

(BPS Kota Palangka Raya 2025) dan sampel ditetapkan sebanyak 384 responden 

berdasarkan tabel Krejcie & Morgan (Ali et al., 2022); pengambilan sampel dilakukan 

secara random sederhana untuk mewakili masyarakat Kota Palangka Raya. Instrumen 

penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert (4 poin: STS, TS, S, SS) yang 

mengukur konstruk transparansi & akuntabilitas anggaran DPR (variabel X gabungan) dan 

tingkat kepuasan masyarakat (variabel Y); sebelum dianalisis, instrumen diuji kualitasnya 

melalui uji validitas (Corrected Item-Total Correlation / Pearson Product Moment) untuk 

memastikan setiap butir mengukur konstruk yang dimaksud dan uji reliabilitas (Cronbach’s 

Alpha) untuk memastikan konsistensi internal skala (Hasnidar et al., 2025). Data yang lolos 

uji validitas dan reliabilitas kemudian dianalisis menggunakan Uji Korelasi Pearson di SPSS 

untuk mengukur arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan antara variabel X dan Y (tingkat 

signifikansi α = 0,05); seluruh proses pengumpulan data menjamin kerahasiaan identitas 

responden dan kepatuhan etika penelitian (Masita, 2022).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Karakteristik Responden 
No Kategori  Sub-Kategori Jumlah Persentase 

1 Usia  
   

1.1 Usia > 20 tahun 56 14,6% 

1.2 
 

20–30 tahun 172 44,8% 

1.3 
 

31–40 tahun 108 28,1% 

1.4 
 

> 41 tahun 48 12,5%  
Total Usia 

 
384 100% 

2 Jenis Kelamin 
   

2.1 Jenis Kelamin Laki-laki 176 45,8% 

2.2 
 

Perempuan 208 54,2%  
Total Jenis Kelamin 

 
384 100% 

3 Jenis Pekerjaan 
   

3.1 Jenis Pekerjaan Swasta/Wiraswasta 146 38,0% 

3.2 
 

PNS/BUMN/BUMD 102 26,6% 

3.3 
 

Pelajar/Mahasiswa 88 22,9% 

3.4 
 

Lain-lainnya 48 12,5%  
Total Jenis Pekerjaan 

 
384 100% 

Karakteristik responden dalam penelitian ini menunjukkan komposisi demografis 

yang beragam. Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada rentang 20–30 

tahun sebanyak 172 orang (44,8%), diikuti oleh kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 108 

orang (28,1%), kemudian responden berusia di bawah 20 tahun sebanyak 56 orang (14,6%), 

dan responden berusia di atas 41 tahun sebanyak 48 orang (12,5%). Dari sisi jenis kelamin, 

responden perempuan mendominasi dengan jumlah 208 orang (54,2%), sementara 

responden laki-laki berjumlah 176 orang (45,8%). Berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas 

responden bekerja sebagai swasta atau wiraswasta sebanyak 146 orang (38,0%), kemudian 

PNS/BUMN/BUMD sebanyak 102 orang (26,6%), pelajar atau mahasiswa sebanyak 88 
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orang (22,9%), dan kategori pekerjaan lainnya sebanyak 48 orang (12,5%). Secara 

keseluruhan, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 384 orang. 

Uji Validitas  

Variable x  
No Item Corrected Item-Total Correlation (r-hitung) r-tabel Status 

1 X1 0.969 0.334 VALID 

2 X2 0.969 0.334 VALID 

3 X3 0.968 0.334 VALID 

4 X4 0.969 0.334 VALID 

5 X5 0.958 0.334 VALID 

6 X6 0.968 0.334 VALID 

7 X7 0.967 0.334 VALID 

8 X8 0.968 0.334 VALID 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel X memiliki nilai 

Corrected Item-Total Correlation (r-hitung) antara 0.958 sampai 0.969, yang jauh lebih 

besar daripada r-tabel sebesar 0.334 (N = 384, α = 0.05). Karena r-hitung > r-tabel, maka 

setiap butir pernyataan dinyatakan VALID. Ini berarti seluruh item mampu mengukur 

konstruk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran secara tepat, konsisten, serta sesuai 

dengan teori yang mendasarinya. Dengan demikian, keseluruhan 8 item variabel X dapat 

digunakan dalam analisis selanjutnya tanpa harus dieliminasi. 

Variable y  
No Item Corrected Item-Total Correlation r-tabel Status 

1 Y1 0.984 0.334 VALID 

2 Y2 0.984 0.334 VALID 

3 Y3 0.936 0.334 VALID 

4 Y4 0.944 0.334 VALID 

5 Y5 0.936 0.334 VALID 

6 Y6 0.936 0.334 VALID 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel Y memiliki 

Corrected Item-Total Correlation (r-hitung) antara 0.936 sampai 0.984, yang seluruhnya 

jauh melampaui nilai r-tabel sebesar 0.334 (N = 384, α = 0.05). Karena seluruh r-hitung > 

r-tabel, maka seluruh item dinyatakan VALID. Hal ini membuktikan bahwa enam butir 

pernyataan dalam variabel Y mampu mengukur konstruk Tingkat Kepuasan Masyarakat 

secara akurat dan konsisten. Dengan demikian, semua item Y1 hingga Y6 layak digunakan 

dalam analisis lebih lanjut tanpa adanya butir yang perlu dibuang. 

Uji Reliabilitas  
Uji Reliabilitas Hasil 

Cronbach’s Alpha 0.992 

Jumlah Item (N of Items) 14 

Keterangan Reliabel (α > 0,70) 

Seluruh butir pernyataan pada variabel Transparansi & Akuntabilitas Anggaran (X) 

dan Tingkat Kepuasan Masyarakat (Y) menunjukkan konsistensi internal yang sangat 

tinggi, sehingga kuesioner ini stabil, konsisten, dan layak digunakan dalam penelitian. 

Uji Korelasi Pearson  
Correlations 

 

Transparansi_A

kuntabilitas_An

ggaran 

Tingkat_Kepuasan

_Masyarakat 

Transparansi_Akuntabilitas_A

nggaran 

Pearson 

Correlation 

1 .988** 
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Sig. (2-tailed)  .000 

N 384 384 

Tingkat_Kepuasan_Masyaraka

t 

Pearson 

Correlation 

.988** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 384 384 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa variabel Transparansi dan 

Akuntabilitas Anggaran DPR memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan 

Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Palangka Raya, dibuktikan dengan nilai koefisien 

korelasi r = 0.988 dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Nilai korelasi yang mendekati 1 ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran DPR, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap kinerja lembaga tersebut. Hubungan yang sangat kuat ini juga mencerminkan 

bahwa masyarakat menilai keterbukaan informasi anggaran, kejelasan pertanggungjawaban, 

serta akuntabilitas proses anggaran sebagai aspek yang sangat penting dalam membangun 

kepercayaan terhadap DPR. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran berkontribusi secara signifikan 

terhadap meningkatnya kepuasan masyarakat Kota Palangka Raya terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh DPR. 

Pembahasan  

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa variabel Transparansi dan 

Akuntabilitas Anggaran DPR memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan 

Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Palangka Raya, ditunjukkan oleh nilai r = 0.988 dan 

nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Nilai korelasi yang mendekati 1 menegaskan bahwa semakin 

tinggi transparansi serta akuntabilitas dalam penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan 

anggaran DPR, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

dan kinerja lembaga tersebut. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu 

yang menunjukkan bahwa transparansi anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh kuat 

terhadap tingkat kepuasan masyarakat (Suryana et al., 2025). Teriraun et al. (2025) 

menemukan bahwa keterbukaan informasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

kepercayaan publik. Setiadi (2022) juga menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja 

pemerintah meningkatkan kepuasan masyarakat. Hasil serupa disampaikan oleh Maulidiah 

(2025) bahwa transparansi anggaran berkontribusi positif dalam membangun kepuasan 

publik. Penelitian oleh Warsdapama et al. (2024) memperkuat bahwa akuntabilitas birokrasi 

berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah. Penelitian 

Sari et al. (2024) juga menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran memengaruhi tingkat 

penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Saifulloh et al. (2022) menegaskan 

bahwa akuntabilitas fiskal menjadi faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan yang 

dipercaya publik. Sari et al. (2024) dan Achmad (2025) menemukan bahwa publik 

cenderung lebih puas ketika proses anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi. 

Prihartono (2023) menunjukkan bahwa transparansi kebijakan anggaran mendorong 

meningkatnya partisipasi dan kepuasan masyarakat. Hal senada disampaikan oleh Saifulloh 

et al. (2022), yang membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran memperkuat 

persepsi positif warga terhadap lembaga legislatif. Penelitian Lutfie et al. (2025) 

menegaskan bahwa kepuasan masyarakat meningkat apabila pemerintah mampu 

menyediakan akses informasi anggaran secara jelas, mudah dipahami, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya 
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mengonfirmasi tetapi juga memperkuat sejumlah bukti empiris bahwa transparansi dan 

akuntabilitas anggaran merupakan faktor strategis yang memengaruhi tingkat kepuasan 

masyarakat Kota Palangka Raya terhadap kinerja DPR. 

 

KESIMPULAN 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran DPR 

memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Palangka 

Raya. Semakin terbuka proses penyusunan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran 

yang dilakukan oleh DPR, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kinerja lembaga tersebut. Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang 

menekankan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas publik merupakan faktor 

penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat kualitas pelayanan 

pemerintahan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi elemen 

strategis dalam membangun pemerintahan yang responsif, terpercaya, dan berorientasi pada 

kepentingan publik. 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar DPR terus meningkatkan transparansi 

anggaran melalui penyediaan informasi yang lengkap, mudah diakses, dan disajikan secara 

berkala kepada masyarakat. Selain itu, akuntabilitas perlu diperkuat melalui mekanisme 

pengawasan yang jelas, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelibatan 

masyarakat dalam proses evaluasi anggaran. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk 

menambahkan variabel lain seperti partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan publik, atau 

integritas lembaga guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat. 
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